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Jl. Raya Tj., Medana, Kec. Tanjung 
Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat  

Email set.lombokutara@bawaslu.go.id 

Laman lombokutara.bawaslu.go.id 

 

Nomor : 0250/PM.00.02/K/HP2H/6/2024                                             Tanjung, 14 Juni 2024   

Sifat : Biasa  

Lampiran : -  

Perihal : Imbauan  

  
 
Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara  
 
       di –  
 
             Tempat. 
 
 
l. Dasar Hukum 
 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 

Undang-undang menjadi Undang-undang; 

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas 

Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan 

dan Tata Kerja Badan ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil 

Walikota; 

https://jdih.bawaslu.go.id/
mailto:set.lombokutara@bawaslu.go.id


https://jdih.bawaslu.go.id/  Bawaslu Kab. Lombok Utara  

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan 

Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; 

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang 

Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; 

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang 

Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam 

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali 

Kota Dan Wakil Wali Kota; 

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang 

Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; 

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa 

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali 

Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan 

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; 

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja 

dan Pola Hubungan; 

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman 

Teknis Pembentuakan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota 

dan Wakil Walikota; 

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode 

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara 

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan 

Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024; 

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan 

Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 

Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara 
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Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan 

Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota; 

14. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 

127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum 

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

15. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran 

Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 

2024; 

16. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Imbauan 

tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu 

diseluruh kabupaten/Kota; 

 

II. Imbauan 

Menindaklanjuti surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan 

Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemjljhan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 

2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Lombok Utara menghimbau kepada KPU 

Kabupaten Lombok Utara, agar : 

1. Memastikan prosedur terhadap proses rekrutmen PPDP/Pantarlih sesuai 

ketentuan PKPU yang mengatur mengenai pembentukan badan Adhoc; 

(Ketaatan prosedur Sesuai ketentuan peraturan yang berlaku) 

2. Melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan : 

a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain; 

b. memperhatikan kemudahan akses pemilih ke TPS; 

c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang 

berbeda; dan 

d. memperhatikan jarak tempuh dan aspek geografis setempat; 
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3. KPU melalui PPS melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada 

PPDP/Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan 

kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika; 

4. Memastikan petugas PPDP/Pantarlih bekerja secara profesional dan 

independen; 

5. Memastikan petugas PPDP/Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan 

Penelitian (Coklit); 

6. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu 

dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan 

komponen Data Pemilih yang memuat informasi NIK, Nomor KK, Nama 

Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Status Perkawinan, dan 

Alamat. 

7. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi 

Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih. 

8. Masif berkoordinasi, berkomonikasi dan memberikan informasi kepada seluruh 

jajaran pengawas Kabupeten Lombok Utara. 

 

Demikian Surat himbauan ini disampaikan agar dapat diperhatikan 

sebagaimana mestinya, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih. 

 
 

                                                             BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

         KABUPATEN LOMBOK UTARA 

    Ketua, 

 

 

 

 
 
 
 
Tembusan : 
1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram; 

2. Arsip; 
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